
KEPUTUSAN
KEPALA‐ KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TEN(GAH
NOMOR ブDス TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTIIZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MAIARIF NU KERTAYASA KABUPATEN TECAL

PROVINSIJAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG l嘔 AHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSIJAWA TENGAH,

Menimbang a. bahwa  schubungan  dengan  hilangnya  lttn
Pendirian/Operasional Miadrasalh lbtidaiyah Mlalanf
NU  Kertayasa  Kabupaten  Tegal  Nomor  :
Lk/3。 c/3784/Pgm.M1/1980 tanggd 2 Nopember
1980, perlu diterbitkan Keputusan Pcnggand izin
Pendirian/OperaSiOnal;

b.bahwa Madrasah sebaganana tercantum dalarn
larnpiran   keputusan   ini   telah   lnemenuhi
persyaratan  untuk  diberikan  Pengganti  lπ i.n
Pendirian/Operasional Madrasah;

co bahwa berdasarkan pertimbaingan sebagalmant
dirnaksud pada huruf a dan b,PCrlu rnenetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah KementeHan
Agarna Provinsi JaWa Tengah tentang Penggan饉 1ぷin
Pendirian/Operasional Miadrasah lbtidalyah Ma'anf
NU Kertayasa Kabupaten Tegal Pro宙 nsi Jawa
Tengah。

1, Undang―Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentaing
sistenl Pendidikan Nasional (Lcmbaran Negara

4ク Republik  lndOnesia  Tahun  2003  Nomor  78,
Tarnbahan Lel■ lbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4301);

2,Peraturan Pemenntah Nolmor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan(Len■ baran
NegaLra Republik lndOnesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tarnbahan l′ernbaran Negara Republik lndonesia
Nol■or 4496)sebagairnana telah diubah dengan
Pcraturan Pemerintalh Nomor 13 Tahun 2015
tentang  Pcrubahan  Kedua  atas  Pcraturan
Pernerintah Nol■or 19 Tahun 2005 tentang Standar
iNasional Pcndidikan (Lcmbaran Negara Rcpublik
lndOnesia Tahun 2015 Nornor 45, Tambahan
Lel■ baran Negara Republik indonesia Norrlor 5670)i

3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2003
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

Mengingat

Republik...



Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a86a);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 10 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5 105)

sebagaimana telah diubah dengan Peraruran
Pemerintah Nomor 66 Tahun 20 i O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraarl Fendidikan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 i O Nomor | 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Menengah PertatnalMadrasah Tsanawiyah, dan
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Atiyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona-l Nornor 15

Tahun 2010 tentang Standar Peiayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tenta.ng
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 20i3 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL6 Nomor 2 1O 1);

MEMUTUSKAN:

:KEPUTUSAN KEPALA KANTOR… YAH IK麟 1藤31NTE預甑AN
AG.AIMIA PROVINSI JAIW'A TENOIAH TEWTAFO p盤 璽OOAttTI
IZIN PENDIRIAN/OPERAS10NALコ壼ADRASA菫 】田督コ)」駆VAH
]MIA'ARIF NU KERTAYASA KABUPATEH TEO‐ AL PIROttSI
JAWVA TENGAH.

Meinbc五kan penggantiIZin PendiFian/OperaSiOnal Madrasほ h
yang hilang kepada rnadrasah sebagairnana tercanturn
dalarn lam.plran yarlg nlerupakan baglan ddak terplsahk〔 、n
dari keputusan ini.

: Segala ketentuan yang terkait dengan Operasionai nladrasah
sebagairnana dirnaksud dalaπ l dikturn KESATU berpedoman
kepada aturan perundang― undangan yang berlak■ l.

KESATU

KETIGA…

KEDUA



|.I… ]¨     I KeplntuSan^ini Fnヽ llai berlakuヽ pada tanggal ditetapkan`

Ditetapkan di Sernarang
pada tanggal lグ  FebrttaFi 201 8

KEFALA KANT10R WILAYAH
KEIⅥENTERIAN AGAlvl[A

JAWA TENGAH,
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